LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Perangkat Daerah : DPMPTSP
	No
	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
	Anggaran
	Capaian
%
	Ket

	
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Urusan Penanaman Modal
	4.129.740.882
	3.670.155.642
	88,87
	

	I
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.492.744.197
	2.389.711.922
	95,85
	

	a
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.709.000
	7.512.400
	97,45
	

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.375.000
	4.299.000
	98,26
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1.004.000
	918.000
	91,43
	Sudah sesuai kebutuhan

	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	200.000
	180.000
	90,00
	Sudah sesuai kebutuhan

	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	240.000
	239.100
	99,63
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	240.000
	239.700
	99,88
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	650.000
	636.600
	97,94
	

	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.000.000
	1.000.000
	100,00
	

	b
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.624.996.297
	1.560.278.722
	96,02
	

	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.599.221.297
	1.534.644.982
	95,96
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	1.000.000
	1.000.000
	100,00
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	23.400.000
	23.268.540
	99,44
	

	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	1.375.000
	1.365.200
	99,29
	

	c
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	165.275.500
	158.386.264
	95,83
	

	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	165.275.500
	158.386.264
	95,83
	

	d
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	575.688.400
	549.214.535
	95,40
	

	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	22.859.250
	20.965.250
	91,71
	Adanya sisa pengadaan ATK

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	183.873.400
	159.780.939
	86,90
	Sudah sesuai kebutuhan (Tagihan listrik lebih kecil dari yang dianggarkan)

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	368.955.750
	368.468.346
	99,87
	

	e
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	119.075.000
	113.994.820
	95,73
	

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	71.850.000
	68.714.820
	95,64
	

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	19.325.000
	19.250.000
	99,61
	

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	27.900.000
	26.030.000
	93,30
	Sudah sesuai kebutuhan dan adanya sisa pengadaan

	II
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	81.893.720
	74.469.925
	90,93
	

	a
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	20.626.660
	17.322.800
	83,98
	

	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	20.626.660
	17.322.800
	83,98
	Sudah sesuai kebutuhan

	b
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	61.267.060
	57.147.125
	93,28
	

	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	61.267.060
	57.147.125
	93,28
	Adanya sisa pengadaan  karena terjadinya negosiasi antara pejabat pengadaan dengan penyedia. Sedangkan sisa anggaran pada perjalanan dinas disebabkan adanya perubahan kebijakan dan sudah sesuai kebutuhan

	III
	Program Promosi Penanaman Modal
	277.716.990
	241.279.526
	86,88
	

	a
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
	277.716.990
	241.279.526
	86,88
	

	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	277.716.990
	241.279.526
	86,88
	Adanya perubahan dari perencanaan awal paket residence, dalam pelaksanaan paket full-day meeting

	IV
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	413.711.450
	408.666.905
	98,78
	

	a
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	413.711.450
	408.666.905
	98,78
	

	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	2.500.000
	2.432.200
	97,29
	

	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	256.687.250
	254.718.711
	99,23
	

	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	58.494.700
	56.519.352
	96,62
	

	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	96.029.500
	94.996.642
	98,92
	

	V
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	798.985.000
	494.037.340
	61,83
	

	a
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	798.985.000
	494.037.340
	61,83
	

	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya
	119.847.000
	95.037.000
	79,30
	Pelaksanaan kegiatan harus menunggu trasfer dana DAK NFPM dari pusat yang tidak tepat waktu, semula dianggarkan 4 narasumber untuk sekali pelaksanaan penyelesaian masalah, namun dalam kenyataannya narasumber yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah sudah cukup

	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	439.443.000
	352.404.340
	80,19
	Pelaksanaan kegiatan harus menunggu trasfer dana DAK NFPM dari pusat yang tidak tepat waktu, uang transport untuk peserta bimtek semula dianggarkan 95.000 ribu namun hanya dapat diberikan 50.000 sesuai ketentuan yang berlaku

	
	Pengawasan Penanaman Modal
	239.695.000
	46.596.000
	19,44
	Pelaksanaan kegiatan harus menunggu trasfer dana DAK NFPM dari pusat yang tidak tepat waktu, dalam juknis DAK dapat menganggarkan sewa kendaraan, namun dalam juklak APBD tidak dapat memberikan SPPD dalam daerah berbarengan dengan sewa kendaraan

	VI
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	64.689.525
	62.315.205
	96,33
	

	a
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	64.689.525
	62.315.205
	96,33
	

	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	64.689.525
	62.315.205
	96,33
	





LAMPIRAN II

LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	[bookmark: _Hlk187240080]NO
	Urusan Pemerintahan
	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
	Kebijakan
	Uraian Program/Kegiatan
	Target
	Realisasi
	Capaian
%
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tinjut Rekomendasi DPRD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Urusan Penanaman Modal
	DPMPTSP
	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Hasil perhitungan kegiatan layanan penunjang urusan yang dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan layanan penunjang urusan yang direncanakan pada tahun yang sama
	100%
	Hasil perhitungan kegiatan layanan penunjang urusan yang dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan layanan penunjang urusan yang direncanakan pada tahun yang sama
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7 Dokumen
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	16 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	16 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	16 Laporan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	16 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5 Laporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	100%
	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	19 Orang/Bulan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	19 Orang/Bulan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6 Laporan
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	24 Laporan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	24 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	2 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	100%
	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	1 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	1 Laporan
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
	2 Jenis
	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
	2 Jenis
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	8 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	8 Unit
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	1 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	1 Unit
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	80 Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	80 Unit
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal (letter of intens dan nomor induk berusaha) dari tahun n-1 ke tahun n
	5%
	Pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal (letter of intens dan nomor induk berusaha) dari tahun n-1 ke tahun n
	5%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	1 Dokumen
	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	1 Dokumen
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten
	1 Dokumen
	Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Program Promosi Penanaman Modal
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan
	99,5%
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan
	99,5%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	99,5%
	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
	99,5%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria 
	100%
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria 
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
	100%
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
	1 Dokumen
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 
	2500 Pelaku Usaha
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 
	2500 Pelaku Usaha
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	30 Pelaku Usaha
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
	30 Pelaku Usaha
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 
	30 Kegiatan Usaha
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 
	30 Kegiatan Usaha
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK
	100%
	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
	100%
	Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
	100%
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya
	Hasil perhitungan jumlah pelaku usaha yang memenuhi NSPK terhadap jumlah pelaku usaha yang berizin (memiliki NIB) tahun yang sama
	15 Kegiatan Usaha
	Hasil perhitungan jumlah pelaku usaha yang memenuhi NSPK terhadap jumlah pelaku usaha yang berizin (memiliki NIB) tahun yang sama
	15 Kegiatan Usaha
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	453 Pelaku Usaha
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	439 Pelaku Usaha
	96,9
	Undangan disampaikan kepada 500 pelaku usaha, tetapi pelaku usaha yang hadir sebanyak 439 pelaku usaha
	Mengirimkan pesan pengingat melalui aplikasi Whatsapp kepada pelaku usaha yang belum hadir 
	

	
	
	
	
	Pengawasan Penanaman Modal
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	28 Kegiatan Usaha
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	29 Kegiatan Usaha
	103,6
	
	
	

	
	
	
	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Hasil perhitungan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang tersedia terhadap dengan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang seharusnya tersedia pada tahun yang sama (jenis data dan informasi dihitung berdasarkan jumlah layanan yang dilaksanakan)
	100 %
	Hasil perhitungan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang tersedia terhadap dengan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang seharusnya tersedia pada tahun yang sama (jenis data dan informasi dihitung berdasarkan jumlah layanan yang dilaksanakan)
	100 %
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi
	1 Dokumen
	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi
	1 Dokumen
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	4 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
	4 Dokumen
	100
	
	
	





LAMPIRAN III

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Perangkat Daerah : DPMPTSPNIHIL

	NO
	Kebijakan Strategis
	Dasar Hukum
	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








LAMPIRAN IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KAB. PURWOREJO
TERHADAP LKPJ BUPATI PURWOREJO AKHIR TA 2023

Perangkat Daerah : DPMPTSP
	No
	Rekomendasi DPRD Akhir Tahun Anggaran 2023
	Tindak Lanjut
	Tujuan/Masalah yang diselesaikan

	1
	2
	3NIHIL

	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






LAMPIRAN V

TUGAS PEMBANTUAN DAN/ATAU DEKONSENTRASI

Perangkat Daerah : DPMPTSP
	NO
	Urusan
	Dasar Hukum
	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi
	Program/Kegiatan
	Pelaksanaan Program/Kegiatan
	Anggaran
	Sumber Dana
	Permasalahan
	Solusi

	
	
	
	
	
	Uraian
	Target
	Realisasi
	Capaian %
	Target
	Realisasi
	Capaian
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
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